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PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

NOMOR 11 TAHUN 2003

" TENTANG

' PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

@

<.

Mengi_nght L

=’ Menimbang : a.

.

BUPATI PACITAN, .

bahwa sesuai ketentuan pasal 1 Peraturan Pemerintah
Nomor 75 Tahun 2001, ' Pemerintah Kabupaten
mempunyai kewenangan menerbitkan izin Kuasa
Pertambangan umum yang terletak dalam wilayah
Kabupaten atau ~ wilayah laut sampai dengan
4 (empat) Mil ; . _

bahwa bahan galian pertambangan umum merupakan
potensi sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui,
sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara berdaya
guna, herhasil guna, bhertanggung jawab dan
berkelanjutan serta pemanfaataymya ditujukan bagi

- sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat ;

bahwa  sehubungan  dengan  ketentuan pada
huruf a dan b diatas, guna meningkatkan pendapatan
asli daerah, maka perlu mengatur perizinan bidang
pertambangan umum dengan menuangkan dalam
Peraturan Daerah. ' :

Undang-undang Nomor .12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tinur ; -

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar = Pokok-pokok - Agraria (Lembaran Negara
Tahun 1960 Nomor <104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2043} ; '

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang -
Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran
Negara Tahun 1967 Nomor 68, Tambahan Lembaran

- Negara Nomor 2831) ;.

Uridang—undang | Nomor 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan = Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918} ;



10.

TR
- Pengaturau dan. Pengawasan . Keselamatan Kerja;

. Undang-undéng Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum:

Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor ‘76

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang"

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

- Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-Undang
- Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1597 r=ntangy’

Pengelolaan - Lingkungan Hidup (Lembaran Negara .
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3699) ; :

Undang-undang Nomeor 22 ._ 'Téhﬁn 1999 _tentanpf
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara lahan 1999

Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3539} ;

.Undang-uhdang Nomor. 25 = Tahun 1999 tentang.

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan’

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 " Nomor 72,
| Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;o

Undang-undang Nomor 28 Tahun - 1999 tentang
- Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari

%

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara’
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3851) ;

Peraturan Pémerﬁltah Nomor 19 Tahun 1973 tentang.

- di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1973

12.

13.

Nomeor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3003) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang

Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara
Tahun 1980 Nomor 47, Tamballan Lembaran Negara

" Nomor 3174) ;o

| . Negara Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran :

14.

15

16.

Negara Nomor 3838) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi:
Sebagai Daerah Otonom (Lumbaran Negara Tahun 2000 :

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

Peraturan Pemerintah :N omor 65 _ Tahun 2001 tentang '
- Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118,
- Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

Peraturan ‘Pemerintah Nomoi' 66 Tahun 2001 Tentang
 Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

_Peraturan Pemerintah- Nomor ‘27 Talum 1999 .tentang ..
- Analisis Mengenai Dampak Lingkuugan (Lembaran



e
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- Ketentuan - Pokok Per]a.nna.n Karya Pertambangan’ -

e

"20.

- . "Nomor I453.K/40/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis . -
 Penyelenggaraan Tu'gas Pemt;rintaha_n - di Bidang'__

Peraturan Pemermtah Nomor 32 Tehun 1569 tentang

" Pelaksanaan -Undang-undang "Nomor II Tahun 1967:
. tentang Ketentuan-ketentuan - Pokok - Pertambangan:

Lembaran Negara - Nomor 2926} sebagaimena telah -
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75

" Tahun 2001{Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141

o Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154});

e (Lembaran Negara Tahun .1969 Nomor 60, Tambahan

Keputusan Presxden Nomor 75 Tahun 1996 tentang

Batubara PRI

. Kesehatan Ker]a Pertambangan Umum ;

Keputusan - Menten : Pertambangan dan Energli-’_._ '
" Nomor 1211.K/008/ MPE! 1995 tentang Pencegahan dan- -
Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan.

- -pada Keglatan Usaha Pertambangan Umum ;

21,

Keputusan Menten Energi da.n Sumberdaya Mineral =
. Nomor 1452.K/40/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis..
 Penyeienggaraan - Tugas - Pemerintahan di Bidang .

- Inventarisasi Sumberdaya Mineral dan Energi, Menyusun' =~

o Peta Geologl, dan Pemetaan Zona Kerentaan Tanal ;

Keputusan Menten Energx dan Sumber Daya Mmeral

o Pertambangan Umum ;-

- 23,

_Keputusan C Menteri - Pertambangan dan Energi.:\'
“+. Nomor 335.K/26/ MPE/ 1995 tentang Keselamatan dan

Peraturan Daerah Kﬂbupﬂten Daerah ngkat 1i Pacitan

o Tahun 1988 Nomo* 5 Sen D tanggal 17 Oktober 1988);

o 24,

M e netapk&n

Dergan rers#tujuan o
DEWAN PERWAKH AN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN

7UTMEﬁﬁiUSKAntQJ

‘Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri:
- Sipil " di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah: : .
Tingkat II Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan

I

: Peratura.n Daerah Kabupaten Pacxtan ‘Nomor 4, _‘

.+ . Tahun 20(‘1 tentang Pembentukan Orgariisasi Perangkafi S

.~ . Daerah ' (Lembaran : Daerah Kabupaten ‘Pacitan - .o
o Tahun 2003 Nomor 3 Sen D) T :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM

R




. BAB I
- KETENTUAN UMUM,
Pasal 1 .

Dalam Peraturan Daerah ini yang dunaksud dengan :

. ‘al

b.

. : c.
. . dl

Daerah adalah Kabupaten Pacitan ;-

Pemerintah Daerah adalah Pemermtah Kabupaten
Pacitan; . -
Kepala Daerah adalah Bupan Pac1tan ;

.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selan_]utnya

disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakﬂan Rakyat

" Daerah Kabupaten Pacitan ; .

. Dinas adalah Dinas. Permdusfnan. Perdagangan.:;-'

Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Pacitan ; -
Kepala Dinas adalali Kepala Dinas Perindusirian,.
Perdagancan, - Energi dan Sumberdaya Minera!
Kabupaten Pacitan ; - .'-:
Inspektur Tambnng adalah Pegawai Dinas yang:
mempunyai tugas melaksanakan pengawasan:
Keselamatan . dan Kesehatan Ker_]a (KB) dan’
lingkungan hidup pertambangan; .
Pengelolaan usaho  pertambangan umum adalah
kebijalzan perencanaan, pengaturan, pengurusan,’
pembinaan, penzawasan, pengendalian dan:

pengembangsn kegiatan pertambangan bahan galian®

tbluar minyak brumi, sas sdam dan radioaktif ;

. Bahan @ galian = adalah . unsur-nnsur kimia, .

mineral-mineral, bijih-bijih dan = segala macam.

~ batuan termasuk batu  mulia yang -merupakan

. endapan alam selam mmyak bun:u. panas bumi dan: )

air bawal tanah ; : _
Peyelidikan Umum adalah Penye11d1kau geologi secura
umum atau geofisika baik di daratan , perairan dan

dari udara atau. ‘kegiatan dengan maksud untuk

membuat peta geologi wuum, atau untuk -

‘menetapkan tauda-tanda adanya bahan ga]_an nada -
- umumnya :

5

Eksplorasi adalah usaha penyehdlkan geologi

' pertambangan untuk memperoleh irfornasi secara-

teliti- dan . seksama tentang kuantitas, kuelitas,
keterdapatan dan sebaran bahan galian ; ',
Ekploitasi - adalah usaha pertambangan -dengan -
maksud untuk menghasﬂkan dan memanfaatkan '
bahan galian ; ,‘
Pengolahan - dan Pemurman adalah usaha:
pertambangan untuk mempertinggi nwutu  bahan ;-

- galian serta untuk memanfaatkan dan memperolen -

11.

unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian ;
Pengangkutan adalah usaha pertambangan untuk
pemindahan bahan galian dari daerah kegiatan .
eksplorasi, eksploitasi dan tempat pengolahan ;

. Penjualun adalah segala usaha pertambangan untuk
~ menjual bahan galian termasuk hasil pengolahan dan

atau pemurnian bahan galian ; -
Wilayah pertambangan - adalah suatu kawasan atau
wilayah dengan . batas-batas - tertentu, yang.

. diperbolehkan . untuk melakukan keglatan atau :

pengambﬂan bahan galian; - - ‘

¢




" . Reklamasi adalah kegn&tan yang' bertujuan untuk -
. memperbaiki, atau menata kegunaan lahan yang'-
~ terganggu sebagai . akibat - kegiatan: usaha’

pertambangan umum, agar dapat berfungsi dan'

berdaya guna sesuai peruntukannya ;

r. Jaminan reklamasi adalah dana yang disediakau oleh -

__ pemegang izin pertambangan sebagai jaminan untuk -
- melakukan reklamasi di bidang pertambangan umun;

s, Ilak atas tanah adalah hak atas sebidang tanah pada -
permukaan bumi menurut hukum . pertanahan ;

~di Indonesia ; -

.

t. Usaha Pertambangan Umum adalah scgala:
- kegiatan usaha pertambangan diluar minyak, gas
bumi dan balhan radioaktif yang melipnti beberapa |

- kegiatan . antara  lain  penyelidikan = uwmuw,
eksplorasi, -eksploitasi, pengolahan dan pemurniar, -

.. pengangkutan dan penjualan;

u. Kuasa Pertambangan yang selanjutnya disingkat KI"
- adalahh wewenang yang diberikan kecnada badan |
-hukum untuk melakukan usaha ' pertambangan

-~ umum bahan galian goiongan A dan B.

. BABI
NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBU“I
Pasal 2 '

umum dipungut = retribusi - sebagai pembayaran etas

Dengan "nama = retribusi izin pengelolaan pertambangan

pemberian Surat Izin Pertambangan Umum Daerall untuk :

bahan galian goiongan C dan Kuasa Pertambangan untuk

" balan galian goiongan A dan B.

Pasal 3

Obyek retnbusn adalah pemberian izin kepada orang pribadi .

atau badan hukum - yang melakukan pengelolaan

pertambangan umum,

~ Pasal 4

Subyek ‘retribusi a(ialah orang priba(ii atau badan hukum .

yang mendapat.izin usalia pengelolaan pertambangan umum,

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
' Pasal 5

Retribusi izin usaha pengelolaan pertambangan umum

- digolongkan sebagai retribusi periziuan tertentu,



' : BA B '3 ‘
PENGGOLONGAN DAN PENGUSAHAAN
BAHAN GALIAN
. Pasal6 .

- -.__-Bglmn-bahén galiaxi digolongkan atas ;
. al
b,
o c

Balian galian goiongan A (strategis) ;
Balian galian golongan B (wta‘) dan
Bahan gahar golongan C. -

Pasal 7

Usaha peftambahgan umum . bahan’ galian sebagaimana -
dimaksud dalam pasal 6 mehpun : '

a,
b.
C. .

d.

Eksplorasi ;

Eksploitasi ; _
Pengolahan dan pemurnian; -
Pengangkutan dan pen_]ualan

Pasal 8

Usaha pertambangan umum bahan galian gomngan A,

a.

b,

—
.

L+

o goiongan B dan goiongan C dapat dﬂakukan oleh

Instansi Pemerintal: ;.
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) .
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ;

Koperasi ; S _ T
Badan Usaha Swasta yang didirikan berdasarkan .

- ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
Perorangan atau kelompok  masyarakat dengan:
mengutamakan - yang - bertempat tmggal di wilayalr
_ terdapatnya bahan gahan ' o :

R

(1) Setiap orang Ipribadi atau badan hukum yang melakukan

- B A B V .
KETENTUAN PERIZINAN DAN
MASA BERLAKUNYA IZIN
Pasal 9

Usaha Pertambangan umum wa_ub mem1hk1 izin dan
Bupan _ o

sebagaimana dlmaksud pada ayat { 1] d1tetapkan leblh
lan_]ut oleh Bupati. -

Paoal 10

- {1) Untuk menjamin terlaksananya usaha pertambangan ;-

umum Bupati berwenang untuk meminta dan menilaj :
- pembuktian kesanggupan dan kemampuan dari pemohon '
kuasa pertambangf'n yang bPrsangkutan, -

. (2] Kuasa Pertambangan umum tidak dapat dipergunakan -

semata — mata sebagai unsur permodalan dalam menarlk
ker_]a sama dengan piliak ketlga - '

L

2) Tata carall"dan S)'rarat—syafat' untuk ‘mendapatkarn izin : B

f.



Pasal 11 o .‘ _
| \ (l) Bupan dapat menetapkan wﬂayah pertambangan umum
yang dapat - ditambang < maupun yang - tertutup bagl
kegmtan usaha pertambangan ;o

| (2) Berdasarkan pertlmbangan tertentu Bupati dapat .
© - menutup sebaglan atau seluruh wﬂaya.h pertambangan
_ Wmum yang sedang dmsahakan ; .

- (3) Penutupan wﬂayah pertambangan umum sebagaimana
- dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi wilayah/tempat :

~ yang dianggap suci, bangunan bersejarah dan tempat
- famhtas umum,

Pasal 12

(1 Kuasa Pertambangan EkSploram dlbenkan untuk Jangka
waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang
paling lama 2 (dua) kali -, senap kalmya untuk Jnngka
‘waktu 1 (satu) tahun ; :

(2) Kuasa Pertambangan Eksp]mtam dlbenlcan mituk Jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan depat
diperpanjang 2 (dua) kali, setiap kahnya untuk jangka .
waktu 10 (sepuluh) tahun; - - - :

(3) Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian:

" diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)
tahun dan dapat diperpanjang paling lama untuk setlap
kalmya dengan Jangka wektu 10 (sepuluh) tahun;

(4) Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Perjualan-
diberikan untuk jangka waktu paling lamalO (sepululy)
. tahun dan dapat diperpanjang untuk paling lama untuk
- setiap kalinya dengan jangka waktu S (lima) tahun. L

Pasal 13

(1) SIPD  Eksplorasi '(.liberik\an " untuk jangka waktu. .
- paling lama 1 (satu) tahun dan dapat (hperpan]ang untuk ¢
Jangka waktu pahng lama 1 (satu) tahun ;

" (2) SIPD Eksplmtam dapat d1ber1kan untuk jangka waktu
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat dlperpam&mg
pahng lama 6 (enam) tahun., ;

Pasal 14
(l) Bagi perusahaan Penanaman .Modal AS'ug (PMA) vang.
akan -mengusahakan -bahan gelian' geiorgan A dan
goiongan B, Bupati dapat memberikan persetujuan :latam
. bentuk Kontrak Karya setelah mendapatkan persetujuan
Dewan Perwakllan Rakyat Daerah

2 Tata cara pembenan persetu]uan seb.ﬁgaimana dimaksud . _
' dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan i
Perundang—undangan yang berlaku '



50 (lima puluh) hektar yang dilakukan oleh Badan Hukum
~atau Koperasi dapat diberikan 1 {satu) SIPD; '
~e. Setiap usaha pertambangan umum yang luasnya lebih -

BAB vl
KETENTUAN LUAS WILAYAH
o PERTAMBANGAN UMUM '

B Pasal 15

Luas mlayah pertambangan ;f umum  hahan gahan
golongan A dan B adalah : o

- a, Untuk satu Kuasa Pertambangan Ekploras1 pallng banyak '

seluas 5.000 (hma r1bu] hektar s

'.'_.-_b Untuk satu Kuasa Pertambangan EkSP101ta~°-1 peding
: banyﬂk seluas 1000 (senbu] hektar - v

[

Pasal 16 o | 1 .

'.f-(ll Jumlah luas mlayah beberapa Kuasa " Pertambangan

Umum yang dimiiiki:seoreng atau suatu Badan lmkum \

pemegang Kuasa Pertambangan :
A Untuk Kuasa Pertambangan Ekploras1 tidak boleli IPbIh _
dan 25.000 (dua puluh hma r1bu] hektar ; :

-~ b. Untuk Kuasa Pertambangan Ekplo1tas1 - tidal: buleh;f
leth dari 5 000 (hma r1bu ) hektar L -

| .(2] Untuk mendapat ]umlah luas w11ayah beberrpa Kuasa

Pertambangan umum  yang melebihi luas sebagaimana'
dimaksud dalam ayat (1), pemohon Kuasa Pertambangan '
Umum harus terleblh dahulu mendapat persetujuan |
dan Bupau : :
 Pasal 17 "

Luas wﬂayah pertambangan umum bahan gahan gotougan O

adalah : . : .
A Untuk satu SIPD Eksploras1 pa]mg “banyak seluas

10 (sepuluh] hektar s

b, .Untuk satu SIPD Eksplo1tas1 pallng banyak seluas

2 {dua) hektar. L

¢. Untuk perorangari dan pertambangan ra.sya‘ hanya

~ diberikan 1 (satu) SIPD, sedangkan untuk badan hukum .

. " dan atan Koperasi dapat diberikan maksimal 5 (liiu4) SIPD; |
“.d. Terhadap usaha - pertambangan . umum baban galian

sejenis . dalam satu = lokasi sampai . Jengan luos

S0 (11_1_11& puhzih) _hgk_tq; ha;us _p;ela_lul kegiatan eksplorasi.

. BAB VII .
KETENTUAN RETRIBUSI
. Pasal 18
(1] Setiap ,pémberian izin (lan -' perpanjangan izin usaha .
- pertambang m umum dikenakan'renjibl_xsi :



: - (2) Bésarnya retfibusi sebagﬁimzina dimaksud pada ayat (1)~

untuk jenis bahan galian folongan A dan goiongan D 0

ditetapkan sebhagai berikut ¢ : :

a. Kuasa . Fertambaagan cksplorasi uutuk gomngan A dan’
goiongan B sebesar Rp. 1000 00 (senbu rupmh] sptmp
hektar per tahun ;

b. Kuasa Pertambangan eksplmtam untuk golongan A dan'
goiongan B sebesar Rp. 50.009,00 (lima puluh ribu ruplah]
setiap hektar per tailun; -

"¢. Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian schesar

*Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); - f'

d Kuasa Pertambangan Pengangkutan sebesar Ry 50.000, 00

(lima puluh ribu rupiah);-
e Kuasa Pertambangan Penjualan sebesar Rp 50.000, 00
(hma puluh ribu rupiah).

{:3) Besarnya retnbum sebagmmana dlmaksud pada ayat [7]

~untuk | Jems bahan galian gomngan C (htetapkan wl'ﬂpm
benkut _
a. SIPD eksplorasl luas wilayah sampm dengan ‘C (s2pululy) ¢

. hektar sebesar Rp.10.000 00 (sepuluh nbu rupmh] ‘4Ptlﬂp :

hektar per tahun;
b, SIPD eksplorasi dengan luas w11ayah 1Pb1h daJ : 10 (sepu luh]
. sampai dengan 25 (dua puluh lima) hektar sebesar’
“Rp. - 20.000,00 (dua puluh ribu rupmh] setmp hektm
. per tahun ;
¢. SIPD eksplorasl luas w11&ya11 lebila dan 25 [dua pulizh lJ.uu]

hektar sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh nbu rupmh] sctiap .

liektar per tahun; ¢
~d. SIPD - eksploitasi dengan Nuas wilayah - sampal tlengan

10 (sepuluh) hektar sebesar Rp.l10. 000 ,00 (sepuluh ribu :

~rupiah) setiap hektar per tahun; - -

e. SIPD eksplmtam dengan luas wilayah leb111 dan 10[sepulth
sampai 25 (daa puluh lima) hektar sebesar Rp. 20.000,00
(dua puluh ribu rupiah) setiap hektar per tahun ; ,

f. SIPD eksploitasi dengan luas wilayah™ lebilh dari:

25 " (dua puluh  lima) hektar sebesar-. Rp. 50.000,00 . '_

[hma uluh nbu rupiali) senap hektar per tahun.
P up

Pasal 19

~ (1) Penerimaan retribusi scbagaimana dimaksud pada pasal 18 -
diberikan kembali kepada Pemenntah Desa 'sebesar 10 % .

(sepuluh persen],

(2] Baglan Desa dmmksud pada ayat (1) merupakan peneriinaan

Desa dan bag1 hasil bukan pajak.

' . BAB VIII . .
KETENTUAN BERAKHIRNYA IZIN
' Pas_.al 20

(1) Surat Izin Pertambangan Umum berakhir karena :
a.Habis ‘masa berlakunya dan yang bersangkutan tidak
- mengajukan permohonan perpanjangan; ‘
b. Depomt bahan gahan telah dinyatakan hﬂbls oleh Bupati.



(2) Slirat' Izm Pertambangan Umum dapat dmenukan

scmentara karena : |

a. Tidak dipenuliinya aspek-aspek keselamatml dai

kesehatan kerja serta _ apablla terjadi kecelakan
tambang;

b, Terjadinya’ kerusakan dan pencemara.n l.ngkungan

hidup akibat kegiatan usaha pertambangan vmum;

: c Pemegang . Surat Izin Petambangan' Umum tidak
- memenuhi kewajibannya sebagalmana ditentukan :.

'dalam Peraturan Daerah ini ,

(3) Surat Izin Pertambmlgan Umum dlcabut dan dinyatakan :

tidak berlaku lagi karena :

a. Pemegang Surat Izin Pertambmlgan Umum tidak =

- melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tercantum -
dalam Surat Izin Pertambangan Umum;

’ .

b. Surat Izin Pertambangan Umwmn dipindah tangankan :

atau d1kerjasamakan dengan pihak lain tanpa -

.. ' Persetujuml Bupati;
¢. Melanggar ketetuan-: Peraturan Perundang nndangan
yang berlaku. ' _ _

Pasal 21
_Apabila Izin - Usaha Pertambangan Umum berakhir °

_ sebagalmmla dm:laksud dalam pasal 20 ayat (1) dan ayat (3)
. maka : ~

a, Hak pengusahaml pertambmlgml umum kembah kepada '

Pemerintah Daerah;

4

b, Pemegang izin usaha pertambmlgml umum diharuskan

“menyerahkan semua dokumen yang berkaitan dengan

. usaha pertambmlgml umum kepada Bupatl tanpa d1ber1 B

gann rugi.

"BAB IX -
: BAHAN PELEDAK
Pasal 22 '

(1) Pend1r1an da.n penggunaan gudang bahan peledak untuk
keperluan usaha Pertambangan umum dﬂakukan setelah
mendapatkan izin Bupati; -

(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam 'ayat (1) diberikan

dalam jangka waktu S5 (lima) tahun, dan dapat’

o diperpmljmg untuk setiap jangka waktu S (lima ) tahun.

SRR . Pasal23.

‘(1) Izin pemilikan, penguasaan dan 'pényimpanan (P3)

bahan peledak untuk keperluan usaha pertambangan

diterbitkan oleh Instansi yang berwenang setelah terlebil -
dalmlu mendapatkan izin pendirian dan penggunaan
- gudang bahm peledak dari Bupati ; '



(2) Izin pembelian dan penggunaan (P2) bahan peledak’
-~ untuk keperluan usaha pertambangan umum diterbitkan:
oleh Instansi yang' berwenang setelah mendapatkan’
rekomendasi Bupan '

3 Ketentuan - pemilikan, penguasaan, - penyimpunan.:_

pembelian dan penggunaan sebagaimana dimaksud pada: . '

“ayat (1) dan (2) lebih lanjut berpedoman pada Peraturan
Perundang undangan yang berlaku : .-

. HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN
‘ Pasal 24

(1) P-émegah'g izin 'eksplo'rasi mendapatkaﬁ hak tunggal untuk |
- memperoleh izin eksploitasi atas bahan galian yang
d1sebutl an dalam izin eksplorashlya, :

L .
(2 J1ka pemegang izin eksploras1 dan atau izin eksploitasi:
~  menemukan bahan galian lain yang tidak disebutkan:
" dalam izin, maka pemegang izin yang bersanp,kutan
thberikan prioritas pertama untuk memperoleh 12111» :
eksplorasi dan atau izin eksplo1tas1 atas bahan galian lam
yang d1temukan, : : : :

(3) Untuk memperoleh hak tunggal dan - atau prioritas:
pertama sebagaimana d1maksud dalam ayat (1) dan (2),;
-maka ; : . :
a. Pemegang - . izin eksploras1 harus mengajukan . -

_ permohonan izin eksploitasi scbelum berakhir jangka -
waktu izin eksplorasmya, N f

b. Pemegang izin eksplorasi dan atau izin eksploitast -

. harus mengajukan permohonan izin eksplorasi dan’
atau izin - elnloitasi atas bahan ' galian lain yang
ditemukan, scbelum berakhir jangka waktu izin.
eksplorasi dan atau izin eksploitasi ,

" Pasal25

a. Pemegang izin eksplorasi diwajibkan membuat rencana . .

kerja eksplorasi tahunan sebelum memulai kegiatan serta

" menyampaikan laporan mengenai hasil penyelidikarmya °
kepada Bupan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali;

b, D1samp1ng kewajiban dlmalcsud pada ayat (1) pasal ini
- pemegang izin eksplorasi dlwajibkan menyampaiken
- laporan hasil seluruh pekerjaan eksplorasm“a kepada -
Bupati ; LT : :

¢. Hasil seluruh pekerjaan eksplorasi dimaksud pada ax«t (2)
pasal ini dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan
dipergunakan urltuk pengembangan usaha pertambangan
umum ; : :

d, Pemegang izin \e.ksplorasi dapat mengajukan pzningkatan
menjadi izin - eksploitasi sebelum berakhiinya izin
eksplorasi; C- ‘



_'e.'Pemegang izin ekSplofasi wajib melaksenakan sebagian

atau kes-'-luruhan tahapan keglatan eksploram yang
meliputi ; . . .
1. Survey geolog1,
2. Survey geofisika; : .o
3. Pemboran dan atau snmur u_11 dan atau pant uji dan
. sebagainya; ‘
. 4. Aualisa kualitas bahan gahan berdasarkan penehtmn
' laboratorium. .

' f. Menghentikan kegiatan - penambengan _]1ka ‘dalam

- pelaksanammya timbul bahaya atau kerusakan lingkungan

. hidup dan mengusahakan pcnanggulangannya;
"’ g. Melaksanakan ketentuan.  keselamatan dan kesehatan

‘kerja, serta sistem pertambangan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-andangai yang berlaku;

h. Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan linglungan

- pertambangan sesuai dengan. . ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku, :

i, Membantu program pengembangan masyarakat dan .

pengembangan wilayah yang meliputi penzembangan -

sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi;
j, Mengupayakan . terciptanya kemitrausahaan dengan

 masyarakat setempat  berdasarkan - prinsip saling ¢

membutulikan dan saling menguntungkan;

lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang .

berlaku; -

1. Melakukan . penéalﬁahan . -terhadap o benda-bhenda, ,

L N L

- k. Melakukan " pembayaran -pajak daerah ‘- dan pungutan .

[

- bangunan-bangunan, dan keadaan tanal di sekiteinya -

~ yang dapat membahayakan keamanan cmum.

Pasal 26

yang jelas;

' pertambangan, :

" (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga}_ bulan setelat diperolek
" - izin eksploitasi, yang bersangkutan diwajibkan memasang:
batas/pematokan pada batas wilayah schagaimena :
. tersebut - dalam izin yang bersangkutan dengan fanda:

(2} Pembuatan tanda batas dimaksud pada ayat (1) pasal ini;
“harus sudah selesai sebelum d1mu1amya kegmtan usaha :

(3) Pemegang izin eksploitasi - harﬁs sudah mulai.
melaksanakan keglantannya selambat-lambatny 6 (enam}f '

" bulan setelah d1tenmm1ya izin ek3p101tas1,

(4} Pemegang izin ek3p101tas1 diwajibkml menyampaikan'
laparan perkembangan kegiatan secara berkala setiap .
'3 (tiga) bulan sekali dan laporan produks1 1 (satu} .-

bulan sekah
' ' .-Pa33127 C

(1) Pemegang izin Pengolahan dan Pemunuan, Pengangkutau

dan Penjualan diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan . -

secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekah dan laporan
_ tahunan kepada Bupan :



(2] Pemegang izin Pengolalian dan Pemurman, Pengangkutan
dan Penjualan diwajibkan memenuhi syarat dan petun_]uk
teknis yang dlbenkan oleh Bupat: o

' ‘BAB XI :
 REKLAMASI BEKAS WILAYAH IZIN
USAHA PERTAMBANGAN UMUM :
' Pasal 28 S

melaksanakan kegiatan reklamasi bekas wilayah izin usalia ‘ . -
- pertambangan secara bertahap sesuai . dengan keglatan
- penambangan. ' ~

 Pasal 29 |
menyediakan uang Jamman reklamasr .

tidak menghilangkan kewapban untuk melaksanakan
_ reklamasx bekas wxlayah izin usaha pertambangan'

i

Pemenntah Daerah

Pemegang izin usalia pertambangah eksploitasi harus

‘

¢
¥

(1) Pemegang izin usaha pertambangan eksplmtam harus ; -

(2] Uang Jamman sebagmmana yang dxmaksud pada ayat (l] '

- (3] Uang jaminan reklamasx sebagalmana dlmaksud pada
ayat. (1) -disimpan pada Bank yang dxtun_]uk oleh_

r
E

(4] Bentuk dan besarnya uang Jamman sebagaxmana'

~dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur leblh lanjut

o dengan Keputusan Bupatx .

. B AB XII .
PENGURANGAN KERINGANAN DAN
~ ~ PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 30 -

(l] Bupatx dapat membenkan pengurangan, kermganan dan

pembebasan retnbusx ;o

(2] Tata cara - peugurangan kennganan dan pembebasan

: retnbusx dxtetapkan oleh Bupatx

: : BAB XIII I
PEMBINMN, PENGENDALIAN
_ DAN PENGAWASAN -~
; Pasal 31 N S

| (1) Pembﬁlaan, pengendahan " dan pengawasan usaha

pertambangan - umum d;laksanakan oleh Bupatx atau
PeJabat yang dxtumuk ;- ' . L

dimaksud dalam ayat (1) mehputx e.spek : o
- a. Eksplorasi _ S
- b. Produksi dan pemasaran co
¢ Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3]
d ngkungan y C

i

i

I
4

F

.
¥

‘ (2] Pembmaan, pengendahan dan p'énga'u’rasan sebagaimana o



"(l] Untuk membantu pclaksanaan pengawasan Keselamatan -

-(2] Tindak pidana sebagmmana dlmaksud dalam ayat (1)

e. Kouservasi; . = - o B

- £ " Tenaga kerja; . !

' g. Penerapan standar pertambangan, dan atan
‘h. Investam, dwestasl dan keuangan o

Pasal 32

dan Kesehatan Kerja  (K-3), .lingkungan Dbidnp"
pertambangan, 'dan pemeriksaen kecslakaan tambang:
di . wilayah 1211’1 usaha pertambanga.n umum dapat " ; '
dilakukan oleh mSpektur tambang s .

' (2] Tata cara pengangkatan, tugas pokok dan fungsi inspektur o )

- tambang, diatur lebily lan_lut dengan Keputusan Dupati.

- BABXIV
KETF. NTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pasal 33

- (1) Pelanggeran terhadap ketentuan dalam Peraturan Dacrab

ini diancam dengan hukuman kurungan paling lama
6 (enam) bulan atau denda palmg banyak Rp 5.000.000,00
(hma juta rupmh K _ )

. adalely pelanggaran :

(3) Selain tindak pidana sebagaim-ana dimaksud pada ayat /1), :

~ tindak pidana yang menyebabkan kerusakan dan awau .
pencemaran lingkungan, diancam pidana sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

" Pasal 34 .

(1) Pejabat  Pegawai.. Negeri . Sipil tententu di lingkungat: |

-Pemerintali Daerah diberi wewenang klirmisus sebagai
penyidik untuk melakukan penynhkan tmdak pudaus -
-odi bnlang retnbusu daerall ; D

'(2] Wewenang Penynhk sebagammna dunaksud pada ayat ()) .

- adalah ¢ :
a. Menerima, mencari dan mengumpulkan renu wceneliti
- keterangan atau laporan berkenaan dengen tindak
pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan ata:1 :
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ; '

b. Meueliti, mencari dan mengumpulkan ketcrangen -
mengena’ orang pribadi atau badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak

- pidana retnbuﬂu daeraly ;.

. ¢. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
- pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana :
. retnbus.l daerah : '



d. Memeriksa :buku bnku, - catatan-catatan  dan
- dokumen-doknmen  lain - berkenaan™ dengan tindak -
pidana di bidarg retribusi daerah; 5

~ e. Melakukan penggeledalian untuk mendapatkai bahan
.. bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-doknmen-
lain serta melakukan penvitaan terhadap bahan bukti
tersebut ; '
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka,
- pelaksanaan tugas penymxkan tindak pidana di bidang - .
retribusi daerah : s

g 'Menyuruh berhenu melarang seseorang lllelu'lgga]kﬂn_

ruangan atau tempat pada saat pemeriksasn =adang . -

. berlangsung dan memcriksa - identitas «rang atav.,
dokumen  yang dxbawa sebagaumana dm*aksnd patla
~hurufc; _

‘h, Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana retribusi daerah ; ' '

i Memanggil orang untuk didengar ketevaugan dan .
~ diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

j. Menghentikan penyidikan ;

k. Melakukan tim-lakan. lain yéng perh-l' untuk kelancaran -

penyidikau tindak pidana di bidang retribusi daerah -

: menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Peny1d1k sebagalmana dimaksud ayat (1) pasal ini
memberitahukan dimulainya = penyidikan dan °
menyampaikan hasil penyidikannya - kepada penuntut -
‘umum sesuai dengan ketentuan -yang diatur dalam °
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum °
,Acara Pidana. -

. BAB XV o
KETENTUAN PERALIHAN
: " Pasal 35 '

Izin Usaha Pertambangan Umum yang dikeluarkan sebelum
berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku

sampai habis masa berlakunya, sedangkan hak, kewajiban 5

dan tanggung jawalmya sesuai dengan Peraturan Daerall ini.

Pasal’ 36

"Hal-hal yang belum dmtur dldalam Peraturan Daerali ini

sepanjang mengenai pelaksanaannya akan dlatur lebili lanjut
oleh Bupatl : - o



Pasal 37

Peraturan Daerah  ini- mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. : -

Agar setiap -orang dapat mengetehuinya, memerintalikan

Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.,

Ditetapkan di Pacitan

. padatanggal 7 - 7 - 2003 . |

L Sfexcel! windm! aguzftamhang.



.. .. Pasal37 -
Peraturan -Daerah ini mulmberlaku pada tanggsl
Agar sétiaia arang 'dﬁpﬁt méhgétﬁhﬁinja, memerintabkan
. Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembman Daerah Kabupaten Pacitan.

N -l-)it.e.tapkan di Pacitan -
pada tanggal 7 - 7 - 2003

. BUPATI PACITAN

-Capttd.
S ~ SUTRISNO
. Divndangkan di Pacitan
.. padatanggal 7 - 7 - 2003

Drs. SUDJIMAN, MM_
Pembina Utzena Madya
-, NIP. 510 049 978

 LEMBARAN DAERAH KABUPA'IEN PACITAN TAHUN 2003 NOMOR 4 SERIC


http://Dr8.SfaDJIMAN.MM

1 PENJELASAN Umm "

: maayarakat

IR :
| : ?ENJEIASAN IR
ATAS L -

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
- NOHOR 11 TAHUN 2003

' TENTANO

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UHUH

Ty

P e TR R TR

Deugan berlakunya Peraturan Pemermtah Nomor 75 Tahun 2001 -

' tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun ' - '.
1969 ‘tentang Pelaksanaan - Undang-uudang Nomor 11 Tahun 1967

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan,  Pemberian Izin :

 Knasa Pertambangan Umun yang terletak dalam wilayah Kabupaten . o

dan wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil merupakan kewcnangan :

_Penntah Kabupaten

: Agar dalam Pengelolaan pertambangan umum dapat dilaksanakan ; - Lo
secara berkelanjutan dan berwawasan hngkungan, pertu keseimbeangan ! -

‘antara fungsi lingkungan dan' prinsip-prinsip konservasi, sehingga '
diperlukan pengelolaan yang eﬁ:uen dan bermanmat bagl kakmuran '

-y e

PENJELASAN PASAL DEHI PASAL
Pasal l sampeu dengan pasal 5 Cukup _]elas

Pasalf) _ Jema-_]ems bahan gahan dmaksud paaahm antara lain : L
: Gomngan A Minyak , bwni, bittunen cair, lilin bum1, :
I .. .gas alam, bitumen padat, aspal antrasit,; .
© " batu’ bara, batu bara muda, uramum,i ‘

" radium, - thorium, dan" bahan-bahan gahan '
-'radmakttf laxanya, nikel, kobalt, timah.

| Gbiongéj:_l;'Bf Besi, - mangan, mohbden, khrom, wolfram, -
o vanadmm, titan, bauksit, tembaga, t.1mba1,,
. seng, emas, platina, perak, air raksa, iutan, :

. arsen, antimon, bismut, yatrium, rhutemum, S L

- . cerium dan logam-logam langka lainnya, - .

berillium, korundum, zirkon, kristalkwarsa,

- kriolit, ﬂuorspar, bant. yodmm, brom, kxloz, ¢
Lo _:;-_Ibelerang o

. batu_ kapur, batu apung, batu permata, :

‘bentonit dolomit, feldspar, garam batu, grafit, | |

granit,- gips, kalait, kaolin, leusit, magnesit,
mika, maimer, mtrat, opsidien, oker, pasr

..., dan kerikil, pasir kuarasa, perlit, phospat, ' N
- talk, tanah serap, tanah diaome, tanah liat, . -

tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, andesit.

Gmonganc : Aabea, batu tulla, batu setengah permata o
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Pasal 7 sampal dengan pasal 13 Cukup Jelas

| Pa!al 14 ayat (l)

¢ ./ minyak bumi, gas alam, panas buni, radio aktif dan.

Yang dlmaksud dengan Kontrak Karya dalam pasal lm': '

‘adalah . perizinan . antara  pemerintah dengan 5

petusahaon berstatus Penanaman Modal Asing (PMA):" " . -
atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) untuk.

‘mengusahakan - pertambangan bahem - galian diluar:

s batu bora

_'Paaal 14 ayat (l)

Cukup Jelas

Pasal 15 sampal dengan 23 Cukup Jelas

Pasal 24 ayat (l)

Pasal 24 ayat (2) :

: Pasal 24 ayat (3)

Cukup ]elas o

Pnontltas pertama untuk mendapatkan izin eksplorasi
diberikan kepada pemegang izin penyelidikon umum =
- yang menemukan bahan gahan lam di w11ayah izinnya '

(]asa temuan)

Cukup Jelas

- Pasal 25 sampai dengan Pasal 37 Cukup Jelas

---000-
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